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LEMBARAN DASRAH

KABUPATEN DAERAX TINGKAT II PINRANG

NOMOR : e TAHUN 1990 SERT : D NOMOR: 5. e

—*—_——1—

PERATURAN DAERAHfKABUPATEW DAERAHTTK 1i PINRANG.

Menimbang

Mengingat

: 1&~~Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 ten

NOMOR : 2 TAHUN 1990 .~
' TENTA NG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ILSA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PINRANG.

a. bahwa Air adalah salah satu jenis kebu.
tuhan pokok manusia dalam memenuhl hu-
bungan keperluannya. sehari-hari, sebab-
itu diperlukan alr yang bersih dan ter
hindar darlp/erbagal kemungkinan .pen -
cemaran.

b. bahwa untuk memperoleh dir' bersih Se -
bagalmana dlmaksud pada huruf a diatas,:

diperlukan adanya sarana-sarana produk =
S i dan distribusi vang dikelola V ._._:I...;rr |
lui Perusahaan Daerah Air Minum. i

c. bahwa untuk: melaksanakan maksud pada - '
huruf a dan b diatas perlu dltctapk-AQ
Peraturan Daerah tentang Pendirian Prﬁ
rusahaan Daerah Air Minum. u//f 3

tang Pembentukan Daerah-daerah T:x.ngk
II di Sulawesi ( Lembaran lNegara Ta

hun 1959 Nomor ?ll- Tambahan Lembaran.
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- dang omor 5 Tahun 1962 tentang Perusa- | - 10. Surat Keputusan Eer Sama I&Ienterli g:lhﬁg Ne-
- Undang-undang - £ | | ~ Vi D _ um Nomor ahun
MR G eri dan Peker jaan Um _
R N e ot mbaran Negara Tahun 1962 Nomor - | B | . WL PR
O p1© b Ne p.g ra Nomor 23 87 ) \_/ : 19 84 dan Nomor 2 7/KPT S/ 1 981“" tent ang Pemb_j:_

T 1- Pokok - .+ el
o Ao ¢ - 5 o | | R
i pokok*'Péﬁe-rlntahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Ketentuan/
' ' Peraturan yang berlaku dalam rang ka pembi

Tahun 197% baran Negara No
Talhun 1974 Nomor 38, Tambahan Lemba o o ca
mor 3037 )3 . 4 naan dan PenWaan Perusahaan Daerah

f Air Minum
Instruksi Gubernur Kepala Daerah ,Tingkat-.
I Sulawesi Selatan Nomor 539/3093/Sarekda .

tanggal 12 Oktober 1987 tentang Pembentu-
-kan Perusahaan Air Minum dengan Peraturan

Daerah. L//

L 'Per'aturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 19Y5 tentang- S 1
" o Pertanggung jawaban dan Pengawasan r e

Pengurusan _ | 1
: ’ ( Lembaran Negara Tahun 19‘75 No- i
. 3 |

|

_* Keuangan Dgerah
mor 5 ); -
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1% Tahun -

197% tentang Bentuk Peraturan Daer 2l 3 S
6. Peraturan Menteril Dalam Megeri Nomor 1 Tahun-' '—- |
' 1983 tanggal 1 Juli 1983 tentang Pedoman by = ;
sama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Keti- f - e N

S
- ga./ | e e
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun1984 | Men etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Peru- ITI PINRANG TENTARG PEI}/DIHII}N '
. sahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ; DAERAH AIR MINUM.- -
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536- 666 Ta- | D I
. hun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fengangka- f '
 ten dan Pemberhentian Anggota Direksi dan . | KETENTUAN UMM
' g : | ' Pasal 1 |

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat I1 Pinrang. / -

L — '_._. -

Pengawas Perusahaan Daerah j° |
: e . : ' . _ Neogor:
' t Keputusan Bersama Mgnterl Dalam Negerl
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?;3 Pemerlntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Da-
' ah Tingkat II Pinrang ;
pala Daeranh adalah Bupatl Kepala Daerah Tingkat

o a..

,.1. Bnrang 5 .
f;ﬁin,Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disﬁng
} DPRD zdalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeragh

,,ar ghten Daerah Tingkat 11 Pinrang ; A

,'i sahagn adalah Perusahaan Daerah Alr Minum se-
““VE*a disingkat PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II
b ﬂang -

f7~wwﬁﬁﬁg_ tsi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Mi -
ﬂ  .5$M1§ jKabupaten Daorah Tingkat TT Pinrang :

B Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan -
Daerah Air Minum abupaten Daerah Tingkat 11 Pin-
rang ; |

h. Kerja sama dengan pihak ketliga qcdalah kerjasama -

" PDAM dengan Instansi atau Badan Usaha dan atau pe

Bs rorangan dalam mengembangkan usaha yang ada dan

atau yang sedang berjalan atas dasar kepastlian hu

kum dan mematuhi ketentuan-ketentuan tertulis
yang disetujui bersama Serta memberikan manfaat

dan keuntunga\n/y:mg/ se:mbang dan wajar bagi kedua
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(2) . Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten, Dae -
rah Tingkat Il Pinrang yang telah ada, dlalihkan

menjadi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasalings

(3). Semua Hak dan Kewajiban, perlengkapan, kekayaan-
serta usaha Badan Pengelola Air Minum Kébupatéh
Daerah Tingkat 11 Pinrang beralih menjadi hak -
dan kewajiaban, perlengkapan, kekayaan serta
PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.
Pelaksanaan peralihan ter |
sal ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah
dengan Keputusannya. J//i

55 ¢

B A B Flk -
NAMA DAN TEMPAT iﬁngUKAN ;
Pasald e

(1). Peruszhaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Mi;
num disingkat PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II«-

Pinrangsg :  ;_
(2. Perusahaaz/sﬁfﬂedudukan dan berkantor d4di Ibukgﬁ,
D aer ah o ;'.:3_-‘

jers - 1v
e T T A Nt//f ;
Pasal 4

Tujuan Perusahaan adalah menyedlakan.dan.member

i, ' A ol _‘J.'
pelayahan Air Minum yang bﬁn§ ;fhaég,ﬂm%mwﬁﬁﬂ
e o ﬁwymﬁﬂgW*Wﬂa“'T
Syarakat dengan'M§‘5iﬁ“%wg_ﬂ mﬁET?H pelavanan °
e G ; =t pelaydial
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Pasal 5 : q : ) I
: % - : : (1). i~ggota Direksi diberhentikan karens :
Neraca aval 1 eruasahaan terdiri atas Aktivg dan | a. Méninggal dunias. Mg
k. iﬁssiva dari BPAM Daeiigfpada Saat berlakunvs, % b..Atas permintaan sendiri.
RF i 1 N3 il i _
B ) dalhzan Pairah G : = - C. Masa jabatannya telah berahir,
'f'D : h Seay d?P?Sah?an terdiri atas <elkayaan - ' ~ d. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan
i Vaer g an ! et i ;
e s lglsahian ¢ *”7 atau sesuatu perbuatan yang tercelg yang ber
. Dengan Persetujuan DPED, moQal Derusahaan ter- | '

sebut padg ayat (1) dan (2) pasa

e AT 1] dapat dl | ¥
ff{mtambah dari sebagian bendanatan Daerah, ﬁenyé; | 2 gara. L///'
B toan moda] Pgmerintah dan pinjamaﬂ“dari pihakh' . 62 Pemberhentian karens alasan-alasan tersebut -
Beinnys, .~ : : | - ayat (1) hupnes g et s Jika merupakan pe -
8. Semus alat LikWidasi, disimpan dalam Bank Pem- ° renggaran atas ESEe g Pidana,*adalah
iy bangunan Dace ot dan atau Hink Pemerintahﬁlain—- ,— | bPpemberhentian tidak dengan hormat. i
Iya ada di Daerah ini, '

(3). Jika pemberhentian farena-. alasan tersebut ayat

(1) huruf 4 pasal ief dilakukan, anggota Direk-
51 yang bersangkutan diberikan “esempatan untuld
f membela diri yang harus dilaksanakan satu bul an S

f setelah anggota Direksi yang bersangkutan ,.,;.,_'
; i' rikahu tehtang:maks%ijgﬁﬁberhentian tersebut1:~
{ - oleh Kepala Daerah. ° 2
: ; Al Pasal 8fcfx//r

(1). Pengajuan pembelaan diri anggota Direksi yangi?
akan diberhentilan, |




@

(2). Selama persoalan inengenai pemberhentian ansgota
NDireksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini belum
~ada teputusan, maka Kepala Daerah dapvat member—
hentikan untuk sementara anggota Direlrsi yang

ber sangkutan. 1///

B(30)-. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhent .
& an sementars dijafuhkan belum ada keputusana,’

pemberhentian tersebut menjadi batal . dan anggo--
ta Direksi yang bersangkutan;daﬁat segera mejg-
lankan jabatannya, kecuali jika untuk keputusan&
tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan -

hal itu yx’us diberitahukan kepada yang bersang .-
kKutan. T

0.
AR
(4). Apabila pembelaan -diri dari\;’ Dir‘}eksi yaRgh her s

sangkutan dapat diterima oleh Badan Pengawas ma.
ka pemberhentisn tersebut harus dibatalkan. . [

.

-

Pagagl - O

(1). Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kelu
arga sampal derajat ke tiga bailk menurut garis -
lurus maupun garis kesamping termasuk menantu -
”ﬂﬁmf.n 1par kecuali jika untuk kepentinga
) di i1zinkan: oleh Kepala Daerah.

Perusa.

.........

‘lI‘ekSl tldak boleh mempunyai kepenti -.
BeRibai Langsun atew tidsk langsung rada
s'“f_';u33m.lapaﬂgan‘yang bertuauan ménca-

—

B0, Anggota.. .-

-
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(3). Anggota Direksi tidak boleh merangkap'jabatanh;kﬁg

-

(1), Direksi mewsa
l Pengadilan.

k111 Perusahaan diluar dan didalam

(2). Direksi dapat memberikan kuasa atas hak terse-
but pada ayat (1) Fasal ini, kepada seorang -
atau beberapa orang pegawal Perusahaan ballk
sendirl maupun bersama-sama atau kepaf®a orang/

badan hukum lainnya. G

REmedl U

w

(E15) 2

Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan—
Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah di.

tetapkan oleh Badan Peﬂgawas\jjfUai kebi jaksa=

naan umum Pemerintah Daerah.

(2). Tata bvertibldan cara menjalankan Perusahaan 33
i .
atur dalam Peraturan yang ditetapkan olet/Piﬁa

reksi dengan Persetujuan Bgdan Pengawas. |

Pasal 12

() Direksi harus terlebih dahulu mendapatkan pen?
setujuah tertulis Kepala Daerah untuk mela&u'f
kan hal-hal sebagai-berikut.ﬂ;fw" ’f
a. Memln.] am uang at as nama Perusa,naa,n d me




< 90 -
b. Mengikat FPerusahaan sebagai peminjam. i/

C. Memperoleh, mengalihkan atau membebgnkdn/ménﬁ
Jadlkan jaminan benda-bends Perusahaan (bengs -
bergerak dan tidak bergerak).\///

B AR U T T
RERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasmd- 12

Pelaksanaan Ker jasama dengan pihagk Ketiga dilaku.
Kan olieh Direksi Perusahaan Daerah sesugi ketehju

tuan yang berlakuiziyefah mendapatkan persétujur‘
an Kepala Daerah. ' |

(2). Kepala Daerah memberikan
dimaksud\iigelah mendengar pPertimbangan Badén Pe
ngawas. | | ‘

(3). Kerjasama yang Jangka waktunya lebih dari 6Ty

hun harus mendapatkan persetuan prinsip terlebih

dahulu dari Pejabat vang berwenang, J .
BB ariay. 4

KETENTUAN TARIW ‘/
Pagafltsasly,

LA » : - e - 1 |
k- hetentuaanarlf Alr inum dilakukan Oleh Direksi de~’
-ﬁggﬁggan meng1ngat Ketentuan sebzgaimang dimaksud pada

3 \:ﬁgfﬁi 1 1 a-}‘rat ( 1 ) Peraturan Dﬁ'er a-h j—ni . 'L_'/r

| o v :

“:"”f :ngﬁgas diangkat dan diberhentikan oleh-

¥ - i i
e
- e B Ran
g

pa L = @5 “all anggota-anggots terdiri dari
= e A e . ';-:.-.,5. _ :_ _;. ] - . Nye ! - -
i i I' p : : N LI ‘ '~.- { "-'*"""3' - i:’.é":-f: _.,J = . )

v

‘ T

=l

penyedliaan- air minum dan tenaga-tenaga -ahli.yang

diperlukan, setelah mendapat Wuan prinsip

. dari Gubernur Kepala Daerah.

(2). Badan Pengawas menetapkan kebl jaksanaan Perusaha

umum Pemerintah Daerah.(//

'j? an secara terarah sesuai dengan kebl jaksanaan

(3). Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan-
tanggung jawabnya sesugi ketentuan perundangan
* yang berlaku terhadap PDAM dan menfalankan Kepu-
- tusan-keputusan serta petunjuk dari KepalaDaersah-t—

(4)- Breksi wajib memhberikan segala keterangan yang™
. diperlukan. oleh Badan Pengawas ataﬁzpengelolagn

PDAM termasuk Pelakséngan Rencana Kerja dan Ang-

(5)-‘KEtuanan.para.Hnggota Badan Pengawas diberikan-

imbalan jasa-yang diatur-oleh Kepgla Daerah ,dan
dibebankan Anggaran Perusahaan.ﬁ//

e BAB X.
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGT

‘ P Pasal 16, A F
' (1). Semua Pegawai Perusahaan, termasuk anggota Dire
si vang dalam Kedudukannya tidak diberikan éi.-
menylmpan uang, surat-surat'berharga dan barang
barang persedlaan yang karena tindakannya mfﬁk
wan hukum, atau karena kelalaian Kewa jiban %E?
tugas yang dibebankan kepada mereka, lang sung
; atau tidak lansung telah menimbulkan kerugiﬁ%
gl perusahaan diwajibkan mengganti kerugian te

sebut. e R e S o i
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(2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi - . - , 1L S
: terhadap Pegawai Daerah bexyé sepenuhnyg ‘ter- | - T - “egawal Daerah dan .
hadap pegawal Perusahaan. : s b

(3). Semua pegawal perusahaan yang dibebani tugas BE o 4 | ' ; o
nyimpanan pembayaran atau penyerahsan uang ,. S~ - B A Bogy
rat-surat berharga milik Perusahaan dan baféng— | TABEUN
barang persediaan milik Perusahaan yang di%im ~ PasgT « = L
pan dalam guddng atau tempat penyimpanan ' . _ 4
e oo digunakanuniuk keij?i_ : Tahun Z:Buku Perusahaan,adalah Tahun Takwin. Lf/ff
an it" diwgjlbkan memberikan pertanggung jawa - F

/

ban tentang pelaksanagan tugashys kepada Bsdan /
Pengawas yang ditunjuk oleh Kepalsg Daerah. h;// |
(4). Semua surat.bukti dan surat lainnya bagaimans - 4 @e
pun juga sifatnya yang termaksud bilangan tata-
buku dan’ administrasi Perusahzan dig&impan ditem
pat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk
oleh Xepala Daerah, kecuali Jika untuk sementa-
r'a dipindahkan ke badan dimaksud ayat (3) pasal.

ggaran Perusahaan te:

| ‘ , sebut oleh Kepala Daerah dan belum adg kepii-
(5). Untuk keperluan pemeriksaan bertallan .dengan. pe 4 >all mengenal pengesahan atsu penol .

' . ) i e - ‘ E : Rl a kan sSe {H o
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(5). Anggaran tambahan atau perﬁbéhan y

ang terjadi da
lam tahun buku yang bersangkutan g .

lajukan kepada
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LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN - -
HASIL USAEA DAK XKEGIATAN Pz
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LAPORAN PERHI TUNGAN ‘TAHUNAN
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i-—

= ".._ 'r_r ﬂ. w -
K o ?l" : e c k. 1 b &
J U bk, ) t , il - Sy e ~ .
,I-r “ ‘k} '; . ‘!" i ¥ '_"'. -_' . \ - :—l - :r T =
.-_Hq'l-f 3 '|-.I ... .‘ _,:_: - . ;

A
lambatnya
L
~ara penilaian Pgs da.
. pen. %

Fgs dalam perhitungan tah ha"
= £S5 dalianm pe anunan
’ ._'-.:.i'l:‘ oy T il . N .".._. ¥ . -,‘:Ld‘.. i --,‘-'?:' - o -",‘.'J' i) e i g
R s IR e S R i AR B
i '.1I‘ _*:l ."'._".-“.-1 1 i ..I X i e
i : } 3 it a7 Sl e iy " 3

‘&
o i J . -
. '___"".‘ l.'?r:?l f ._:"..J:--'-H.'r'l" L :

5

3 O Wy T . - o ! u g i L] .t e Tl el I e " 3
1 Lk TR ; X *‘p ol it P T ! *“' P e L B AL e O P S L] d ;
| i Ty T T R B e S T e e el T RN Ky
| 1 -_..I e e d - . — RN .;‘;_.. ol e gl : _._ Lol 1 I X o
| - il j . L. i Y ] } - ) g 5 oF g o i q v " -
] ] 1 i & i R ] i " i 8 - I R = 3 [ 4 s . = X - . -
| . - LA K. & ol LAl 'Y P ES S _ Ly 1 j aq Illl :l a
¥ . 4 i e L o 4 o II- - = L, e Fod I E # T
) I o L il 1 A p |! L L |
:_'I l‘. ".H..-Ir ; '.‘:.‘""' “ﬂ'q. X :F-'.l‘l-‘ T -LH' - .-i 3 ¥ *h - S e
5 e i Vel o f o : v Myl B i
. . - W hatiia 8 L T 0 Pty R S U e el
| T W - . S i
' X £33 THa . 3 . R A S (e
5 " e M 1 3 H L # & iy )
A " ‘o 3 i 1 8 F-. s L : s
-

an setelah pengajuan
lPasal ini. oleh Ke=

- ot E

“:1 P ‘ 11.-.!1!!'_1“\. J;'L" hh "

Pyl "] g 1 | Lok
1 hi "_ 1_‘..-1-".‘.1.* 1l
- et

d |
il !
w

rl

s
.
r
~.

}{ep_al a Da_e__ v

iy nert
NP
ala i
® ® ¢ ¢ & 9o o B 9 e -
MR !
i e u
1 (PRATL o

. - = 5 =
1 - # . -
OO
} L |

Kepala Daerah melalui Badan rengawas tidak di
kKan keberatan tertulis, maka perhitungan itu ggn:

F

anggap telah disahkan. . - -
B A B XY .
PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN, LABg
LA ;:§§§312§1,L//// g
(1). Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diai
dakan. | -
(2). Penggunaan dan pembagian laba dilakukan setolah
terlebih dahulu dikurangi dengan pehyusutan2 ca .
dangan tujuan dan rengurangesn 1lain yang'wajanl_
dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikutiit
a. Untuk dana pembangunan Daerah 30 € v ~
b. Untuk anggaran belanija daerah 25. £
elpe Ulalizabyte cadangan umum 1% $3 sosial daﬁ pendidi

. b . a : X P
kan 10.% jasa produksi 10°%, sumbangan dana
pensiun dan sokongzan 10 % ( jumlah 45 € ).

(3). Pelaksanaan penggunaan laba sebagaimana dimak -
SudiayatBCeREssal iniy skan diatur kemadian i
oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusaqﬁ/f.iﬁﬁx

f - . g .t! L
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(4). Caragmengurds dan menggunakan dana penyusutante
dan cadangan tujuan dimaksud ayat (2) Pasal‘éﬁ-

Pengawas. / (d// T s
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(1). Kedudukan hukum Pegawal, gaji dan pensiunan
dari Direksi dan pegawali / pekerja Peruss -
haan diatur dengan reraturan Daeragh dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuzan Kepegawq;“
an dan peraturan gajl pegawai Negeri Sipil
Daerah yang berlaku.Ly/’

(2). Tunjangan lainnya diatur oleh Direksi de - -

'ngan persetujuan Badan Pengawas dan dinyata °

kKan berlaku setelah dlsahkan oleh.Kepala

Dgerah. L//;

(3). Direksi mengangkat dan memberhentikan pega-
wai/pekerja FPerusahaan berdasarkan peratu -

ran Kepegawaian dengan persetujuan . Badan -
Pengawas sesual peraturan kepeggwalan Peru-.

sghaan dimaksud ayat (1) Pasal ini.
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PENGAWASAN

Pasal 23

1I" ! L
':h -

iﬁ* Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan
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~ Badan lain mea&__j;;ut Pergturan perundangan -
y "““"',gw;;ﬁgﬁ;__ mengacakan Penyelldi‘
‘V*Q;fb tentang segala sesuatu.
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Pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Peru-
sahaan serta pertanggung Jawahannyafkf,// 2

(2). Haslil pengawasan dimaksud ayat (1) p‘ésal ini
disampalkan kepada Kepala Daerah secara tertu-

] S

(3). Akuntan Negara berwemang melakukan pemeriksaan
atas pengawasan dan peftanggung Jawaban Peﬁusg

haan. « f
B BN VIT]
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Pasal 24 ‘s

(1) . Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia —
Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daen&hﬁ

(2) . Semua kekayaan Perusahaan setelah dladakan
widasi, menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3). Peftanggung jawaban likwadasi dasampalkan
da Pemerintah Daerah yang memberikan pembw;
san tanggung Jawab atas kerugian yang dlda%u_

oleh pihak ketiga apabila Kerugiagn itu dls;,
Kan oleh karena dan nerhitungan laba rugi ;5_
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BAB XX *
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Daerah 1ni maka ok

Ketentuan yang telah ada me atur hal yang sama,
dinyatakan berlaky lagi. 2

i
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Plﬂl"d_ﬂf", 10 Pebruari 1990

M
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH . TINGKAT IT PINRAMN

TINGKAT II PINRANG,

e 2,

| Cap / ttd.
Sap ") Gtd: X
Ho" M, RAMET BEHAS U, S. A RWA R
_—__-—_"_————?—

Diundangkan dalam Lembaran Disahkan oleh Gubernur

Daerah Kabupaten Daerah - Kepala Daerah Tk.I Qulg-
Tingkat IT Pinrang Nomor Wwesi Selatan dengan Su -
12 Tahun 1990 tanggal 24 rat Keputusan tanggal 2 |
September 1990 Seri : D Juli 1990 Nomor~956/VII/ pm———

Nomor

1990.- |
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